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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar adalah pajak. Pajak adalah 

iuran wajib rakyat kepada negara. Peranan pajak dalam kehidupan bernegara 

menjadi dominan bagi sumber pendapatan negara. Indonesia sebagai negara 

berkembang tengah menggalakan pembangunan di berbagai bidang, yaitu 

pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain–lain. Pembangunan 

tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk 

mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur, demi mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana cukup besar yang berasal 

dari penerimaan negara yaitu pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pajak 

dapat memengaruhi pembangunan nasional dan dapat mengurangi tingkat 

ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri. Pemerintah harus lebih 

memperhatikan serta meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung 

perkembangan ekonomi setiap daerah. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan 

pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan 

menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. 

Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan senantiasa 

berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. 

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Restribusi Daerah (PDRD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah 
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yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak 

daerah digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Menurut Firda (2020) semakin banyak orang yang membayar pajak, maka 

semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun, oleh karena 

itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara. Berikut merupakan tabel 

realisasi Penerimaan Pajak di Kota Palembang dari tahun 2016 hingga 2020.  

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah Kota Palembang Tahun (2016-2020) 

No. Tahun Target Realisasi Persentase 

1. 2016 491.867.498.866,50 536.552.681.049,38 109,08 

2. 2017 608.012.516.072,00 680.012.752.910,10 112,96 

3. 2018 703.685.000.000,00 721.012.771.615,00 102,46 

4. 2019 1.314.232.400.000,00 836.068.008.930,00 63,62 

5. 2020 1.190.000.000.000,00 787.923.892.941,00 66,21 

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (2016-2020) 

Meskipun pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara 

Indonesia yang masuk dalam kas negara, dalam proses pemungutan pajak tersebut 

masih saja pemerintah mengalami kendala-kendala dan masalah dikarenakan 

minimnya pengetahuan masyarakat atau dikarenakan minimnya kesadaran 

langsung dari masyarakat untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar 

pajak. Dapat dilihat tabel 1.1. di atas pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan dalam 

penetapan target/anggaran penerimaan, namun pencapaian realisasi penerimaan 

Pajak dari tahun 2019-2020 tidak sesuai target yang ditetapkan, Badan Pengelolaan 

Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang telah melakukan upaya untuk meningkatkan 
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penerimaan pajak yang dimana dilakukanya reformasi sistem intensifikasi 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pengertian Intensifikasi Pajak Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor SE–06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan 

Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa: “Intensifikasi pajak adalah kegiatan 

optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang 

telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. 

Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai suatu usaha yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan 

retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk: (1) Perubahan tarif 

pajak dan retribusi daerah; (2) Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. 

Pembaruan yang dilakukan pada tahun 2018 yaitu rencana penghapusan 

pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 100 ribu di Kota 

Palembang. Akibat rencana penghapusan PBB tersebut Pemerintah Kota 

Palembang terancam kehilangan potensi PAD mencapai Rp 10 miliar. Hal ini 

diakui Kepala BPPD Kota Palembang, menurut Shinta saat ini ada sekitar 170 ribu 

Wajib Pajak (WP) yang memiliki PBB di bawah Rp 100 ribu. Artinya, jika rencana 

penghapusan PBB tersebut akan menghilangkan potensi PAD Palembang yang 

sudah di depan mata. Kendati demikian, pihaknya meyakini potensi besaran PAD 

yang hilang tidak terlalu besar. Mengingat PAD Palembang di tahun lalu 

mengalami surplus (www.jawapos.com). 

Pembaruan yang dilakukan pada tahun 2019 Pemkot Palembang menerbitkan 

Keputusan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Nilai Jual Objek Pajak Bumi 
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dan Bangunan yang mengharuskan wajib pajak membayar dengan kenaikan hingga 

300%. Hal tersebut membuat warga kota palembang terkejut karena harus 

membayar PBB hingga tiga kali lipat alias 300% dari sebelumnya. Wali Kota 

Palembang Harnojoyo menjawab keresahan warganya dengan menolak istilah 

kenaikan PBB, karena tidak semua orang wajib membayarnya. “Istilah sebenarnya 

bukan naik tapi menyesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memang 

naik karena penyesuaian lapangan dan sudah sepantasnya, perlu diperhatikan 

bahwa Pemkot menggratiskan untuk batas tarif PBB Rp 300.000 ke bawah”, ujar 

harnojoyo, (www.sumatra.bisnis.com). 

Menurut Kepala BPPD Kota Palembang, Shinta Raharja mengatakan kenaikan 

PBB dinilai layak karena pemkot telah mengkajinya cukup lama sebelum 

menaikannya, dimana kenaikan terakhir kali dilakukan lima tahun yang lalu. Shinta 

Raharja juga menyebut kenaikan PBB hanya diberlakukan kepada 166.536 objek 

pajak yang berada di zona bisnis dan komplek elite dengan potensi Rp 464 milyar, 

sedangkan 263.709 wajib pajak sisanya dibebaskan dari beban pembayaran, 

padahal nilainya mencapai Rp31 milyar. Kenaikan PBB, kata Shinta, sebagai tindak 

lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI beberapa waktu lalu agar 

ada kenaikan  PAD Kota Palembang, khususnya sektor pajak yang dari sebelumnya 

menargetkan Rp 748 milyar menjadi Rp 1,3 triliun, (www.sumatra.bisnis.com). 

Sementara itu pembaruan yang dilakukan di tahun 2020 yaitu BPPD Kota 

Palembang mulai turunkan tarif PBB. BPPD Kota Palembang, Sulaiman 

mengungkapkan, penurunan tarif PBB juga akan diikuti target PAD yang juga di 

turunkan. Tahun lalu jika PAD ditarget Rp275 miliar, maka tahun ini pihaknya 
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menargetkan Rp255 miliar. “Itu terjadi karena mengiringi penurunan PBB. Jadi 

target kita menyesuaikan dengan penerimaan pada tahun lalu yang hanya Rp230 

miliar,” BPPD Palembang akan menjalankan strategi untuk membantu pencapaian 

penerimaan pajak dan target pada tahun 2020 sesuai yang ditetapkan pemerintah. 

“Kita tidak begitu saja menerima target yang ditetapkan. Namun, kita kita tetap 

menyiapkan strategi, mulai revisi perda pajak dan updating Data,” terang Sulaiman. 

Seperti updating data PBB, yang awalnya hanya laporan tanah kosong tetapi 

sekarang sudah berdiri bangunan. “Kalau lahan kosong itukan PBB nya dibawah 

Rp300.000 (tidak kena pajak), makanya ini perlu terus kita update,”  ungkapnya, 

(www.sumsel.idntimes.com). 

Lestari (2016) telah melakukan penelitian sebelumnya dengan kesimpulan 

yaitu intensifikasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan 

PBB. Berbeda halnya penelitian yang dilakukan Andi (2016) memiliki hasil secara 

umum intensifikasi pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) 

belum berjalan dengan baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan PBB 

berjalan dengan kurang efektif karena setiap tahunnya terjadi penurunan 

pembayaran pajak oleh wajib pajak walaupun tidak beda jauh, karena Peningkatan 

penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran 

wajib pajak. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus pada 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah”.   



6 

 

  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

a. Bagaimana prosedur reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi 

dan Bumi di Kota Palembang ? 

b. Apakah reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kota Palembang sudah dilaksanakan secara efektif ? 

c. Bagaimana pengaruh reformasi sistem intensifikasi terhadap peningkatan 

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang ? 

d. Apakah upaya-upaya lain yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak 

Daerah dalam reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Palembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

a. Untuk mengetahui prosedur reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kota Palembang. 

b. Untuk mengetahui reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Palembang dilaksanakan secara efektif. 

c. Untuk menguji secara empiris reformasi sistem intensifikasi berpengaruh 

terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi  dan Bangunan di Kota 

Palembang. 
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d. Untuk mengetahui upaya-upaya lain yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan 

Pajak Daerah dalam reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kota Palembang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memperluas literatur tentang perubahan sistem intensifikasi penerimaan 

pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang. 

b. Manfaat Praktis 

1). Bagi Peneliti lainnya, diharapkan sebagai panduan dalam penelitian 

selanjutnya mengenai Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan 

Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

2). Bagi masyarakat, berharap masyarakat mengetahui pentingnya pajak bumi 

dan bangunan terhadap pembangunan daerah khususnya kota palembang. 

3). Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah, pada penelitian ini dapat diharapkan 

bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota Palembang terkait 

Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Terhadap 

Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
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